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NOMOR 04 TAHUN 1983
TENTANG
RUMAH MAKAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

.

bahwa urusan Rumah Makan adalah merupakan salah satu urusan
Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataan vang telah diserahkan
oleh Pemerintah kepada Daerah Tingkat Isebagaimana diatur dalam
P P No. 24 Tahun 1979 jo Keputusan Bersama Menteri Perhubung-
MNomor KM 292, Hk. 205/Phb-79 ;
MNomor 208 Tahun 1979

an dan Menteri Dalam Negeri

. bahwa berhubung dengan itu pembinaan Rumah Makan vang me-

nyangkut perencanaan, pengaturan dan pengawasannva perlu di-
tetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Undang-Undang Momor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan

Umum HRetribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 57 Tahun
1357; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288) ;

- Undang-Undang MNomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Teng-
gara Timur (Lembaran Negara RI MNomor 115 Tahun 1958: Tam-
bahan Lembaran Negara RI Nomor 1649} ;

. Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Ke-

sehatan (Lembaran Negara RI Nomor 131 Tahun 1960; Tambah-
an Lembaran Negara RI Nomor 2068) ;



10 Undang-Undang Nomor 11 Tabun 1952 pentang Higdene untuk

usaha-usala bagi Umim (Lembaran Necarn BD MNomor 45 Tabun
L2 Tanihabian Loembaran Negiea BT Somor 24757
a Undang-Undang Nomor 2 Tahon 1866 Lentang Hhigiene « Lembaran
Megara 1 Nomor 22 Tahon 18966: Tambaban Lembaran Nepova
[T Momor 2800,
B, Uncang-Usidang Neomwor & Tahun 1270 tentang Pokok-pokok Po-
meevintaban i Daeraly 0 lombaran Neparn B Nesuor 38 Tahun
1954, Tambahan Lembaran Nepars B oamer SUET)
=
Prratwran Pemerintah 10D Nomor 20 Tabun TH7Y tenrany Penves
raliin Sebagian Urosan Pemeintalian dabar bidame Keparwisata-
an kepada Daerah Tingkat | Lembaran Segara 1 Nomaor 34 Ta-
Dy TAT4S Tamiaban Lembaran Necarn BT MNotwor S04 2

s, Reputusan Bersama Sentern Pechobungan dan Menterd Dalam Xegeri
Door W2 Th 205/ Phib-T9 tenlane Ketentuan Pelaksanaan Por
Nomor 208 Tahun 19759 "
aburan Peerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentany peoyveraban seha-
sian urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataan bepada Dae-
rah Tingkat T Bali,

Pengan persetujuan Bewan Perwakilan Rakyvat Daceah Propinsi Daeeal Tingkat 1 Baliy

Menetapkan

MEMUTUSK AN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAIT TINGEAT I BALI
TENTANG RUMAH MAKAN,

EAB L
KETENTUAN LTMUM
Pasal 1.

Dalam Peratoran Dacrah ind vang dimaksud dengan ¢

. Pemoerintab adalab pergoekat Negarn Resatuan Republik Indonesia
wvang terdiv dari Presiden beserta pembantu-pembantunya

b, Gubernur kepala Dacrealy adalah Gubernur Kepala Daerab Tingkal |
Bali ;

o Minas Pariwasata adalab Dipas Pariwisata Propinsi Daerab 'Finglkat 1
BBadi

d. Dinas Keschatan adalah Dinas Kesehatan Propins: Daerah Tingkat 1
Bali ;

oo [umah Makan adalah seliap Lempat Usaha Komersial vang ruang
lingkup kegiatannya menvediakon hidenpgan dan minuman unluk

Limum di tenypal usahanya |

]
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Makanan adalah segala sesuatu yang dibuat dan dijual sebagai ma-
kanan dan minuman bagi konsumen termasuk bahan-bahannya ;

Makanan terbuke adalah makanan yang wadah atau pembungkus-
nya tidak sempurna ;

. Makanan cepat membusuk adalah makanan yang seluruhnya atau se-

bagian terbuat dari daging, ikan, telor, dan hasil clahannva serta
lain-lain makanan, di mana jasadrenik cepat berkembang ;

Higiene dan Sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu
dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap ma-
kanan ;

Bangunan Rumah Makan adalah suatu tempat atau ruangan yang

dipergunakan untuk melakukan keglatan menyediakan hidangan
dan minuman uniuk umum ;

. Fasilitas Sanitasi adalah jamban, urinair, kamar mandi, tempat sam-

pah, tempat cuci tangan, saluran dan tempat pembuangan air kotor
serta segala kelengkapannya

Peralatan adalah segala macam alat vang dipergunakan untuk mem-
buat dan menjual makanan secara langsung atau tidak langsung ;

. Karyawan adalah semua orang vang bekerja pada rumah makan ;
- Pengusaha adalah pemilik atau penanpgung jawab Rumah DMakan .

- Pengunjung/tamu rumah makan adalah setiap orang yang berkunjung

ke rumah makan yang memesan jasa hidangan dan minuman ;

. Penjamah makanan adalah karyawan yang menangani makanan dan

peralatan yang bersentuhan dengan makanan ;

- Pembuatan dan penjuslan adalah semua kegiatan yang dilakukan

mulai persiapan pengolahan sampai kegiatan penyajian makanan ;
Pencemaran makanan adalah peristiwa masuknya zat asing ke dalam
makanan yang dapat merugikan keschatan termasuk pengotoran
oleh debu, air kotor, binatang serangga. tikus, serta pengotoran
oleh manusia dan bau vang tidak sedap atau busuk ;

. Percncanaan wilayah adalah perencanaan wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat II yang bersangkutan ;

Perencanaan kola adalah perencansan kota Kabupaten Daerah Ting-
kat [1 vang bersangkutan.

Pasal 2.

Setiap Pengusaha Rumah Makan diwajibkan agar selalu menjaga keten-
traman, ketertiban, keamanan dan kebersihan /kesehatan rumah makan-
nysi,



BAB IL
PERSYARATAN BANGUNAN.
Pasal 3.

Bentuk, susunan, tala ruangan, dekorasi, peralatan dan perlenghapan
bangunan harus memenuhi syarat-syarat teknis bangunan rumah makan,
higiene dan sanitasi, ketertiban, ketentraman dan secara umum dapat
memberikan kenyamanan bagi pengunjung/tamu.

(1)

(2)

(1)

{2)

Pasal 4.

Letak bangunan harus sesuai dengan perencanaan kola atau pe-
rencanaan wilayah serta memenuhi syarat-syarat peraturan ba-
nEunan ;

Bangunan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

a. ruangan rumah makan harus mempunyai ukuran luas yang me-
madai, konstruksi yvang baik dan mudah dibersihkan ;

b. menjamin kesehatan dan kebersihan terhadap penyedisan, pe-
nyimpanan, pengolahan, penyajian dan system pembuangan
siza bahan-bahan yang teluh(tidak terpakal |

¢. mempunyai ruangan toilet untuk tamu, ruangan untuk me-
nyusun, menyiapkan dan menyajikan hidangan makanan dan
minuman serta ruangan pakaian dan toilet untuk karyawan/
karyawati; -

d. mempunyai cukup perlengkapan pencegah kebakaran yang
efektif.

BAE I
PERSYARATAN PENGUSAHAAN.
Pazal 5.

Mempunyai pimpinan yang menguasai teknis pengusahaan rumah
makan, dan telah berpengalaman dalam bidang ini.

Pimpinan (pengusaha bertanggung jawab dalam hal terjadinya
keeelakaan karena kelalaian teknis terhadap pengunjung/tamu
dan diharuskan mengganti kerugian yang diderita pengunjungf
tamaul,

Pasal &.

Pimpinan/pengusaha harus secara minimum mempunyal tenaga-tenaga
pelaksana untuk pelayanan-pelayanan di Rumah Makan yang berijazah/
berpengalaman yang diakui.
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BABl IV
PEMELIHATAAN RUMAIL “TAKAN,

Pasul 7
Permokann haginn dodam dinding, lantai dan langit-langit beserta ba
pian-bagian alan fapisan-lapisan dov sediap ruangan rumab cakan harys
dibuat dan dipelibara sedemikian vupa. sehingga mudah dibersilkan
dan sejauh mungkin dapal mencegall bersarangnya tikus, serangsa,
bueriing can biatang:binatang lainya.

Posal &
(0 Boangan vang dipakal untok penangaean makanan harus bedul-
betul teepisab dari ruangan lain vang dipakai untul lempat ting

wal.
12y Ruoangan vang dipergunakan untul membual, menvimpan dan
menvajikan makanan :
i barus selodu dalam keadzan bersih dan cidak ada Lumipu kan
sampal ;
b harus bebos dar serangga, Lkuse burung, anjing, kueing dan
Binalang-binatang linnya
v harus dilengkapi dengan pencabavaan dan ventilasi yang ew-
kup .
d. tidak bolech dipakai sebagai tempat tidur atan berbubungan
langsung dengan ruangan Lempat tidur ;
vo Lidak boleh berhubungan langsung dengan jamban, uripair,
Famar mandi dan lain-lain fasilitas sanilasi.
(4 Ruang makan pada Humah Makan dilengkapi dengan A Nl
berfungsi dengan baik,
Pasal 9.
Tempat pencucian perakatan, kamar mandi, jamban, urinair., tempal
cuct Lungan harus dilenghapi dengan pencahavaan dan ventilasi vang
ik,
Pasal 1.
Bilamana ventilasi alam tidak mencukupi, maka untuk pasal 8 ayat (2)
huruf e dan pasal 9 dapal dipakai ventilasi buatan sehingga dapat men-
jamin peredaran udara dengan baik.

Pasal 11.

Semua macam pestisida dan bahan beracun lainnya harus memakai
label yang Lerang dan bilamana tidak dipergunakan harus disimpan



dalain lemar khnsus dan dikunei,
Pasal 12,
Air vang dipakai untuk minum, peagoelahan makanan dan pencucian

harus Lersedia dalam jumlan vang cokup dan memenuh syarat hualitas
air minum sesnai dengan peraturan perondang-undangan vang berink,

Pasal  13.
Humah Makan hares dilengkapt deopan sistens saluran pembuangan
air kolor yang memenuli svavat, berfungsi dengan baik lerpelibara
keborsibannyva.

Pasal 14
funnith Makan barus difepghkapi dengan bak pengumpulan sampal ving
cithup jumlahova, dibuat dard bahan kedap air, mudah dibersilika, Ler-
tutup, selalu dignghut dan dibuang secara berkala dan lerus-mencrus
serta tidak ditempatkan di mana makanan diolah, disimpan dan disaji-
Lan.
BAB V.
FASILITAS KARYAWAN,
Fasal 13,
{1 Rumali Makan supava dilengkapi dengan fasilitas cuci Langan
yaug menmenuli persyaratan
i jumlainya cukup sesuai dengan kebulohan Barvawan vang
menangani makanan
b dilengkapi dengan
. BIF panas
- air dingin
spbun atao ditersent
sikat kuku dan
- dlat pengering vang selalu bersih,

il A= Ll ==

e ditempatkan sedemikian vupa sehingga mudah dicapai oleh
setiap penjamah makanan
d. berfungsi dengan baik ;
¢. lidak boleh dipergunakan uniuk keperluan liin .
[. terpelihara kebersihannya dan
g mempunyvai fasilitas saluran dan tempat pembuangan air kotor,
(2)  Sekurang-kurangnys pada rumah maksn harus disediakan bak

cuci langan yvang dipasang dekal jamban atau urinair dan tersedia
fasilitas saluran dan pembuangan air kotor.
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Pazal 16.
mah Makan harus dilengkapi dengan jamban dan urinair dengan per-

syaratan :

= = & oA

jumlahnya cukup sesuai dengan kebutuhan karvawan vang mena-
ngani makanan ;

. dilengkapi dengan :

1. persediaan air dan atau kertas pembersih [(toilet paper) yvang cu-
kup;

2. bak cuci tangan, sekurang-kurangnya disediakan sebuah di dekat
jamban atau urinair ;

. ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh semua

penjamah makanan ;

. berfungsi dengan baik ;
- selalu dalam keadaan bersih dan terpelihara ;

tidak menimbulkan bau ;

- bilamana jamban atau urinair berada dalam satu ruangan, maka

lantai ruangan harus selalu bersih dan terpelihara ;

- tidak berhubungan langsung dengan tempat pembuatan, penyimpan-

an dan penyajian makanan ;

harus dipasang tulisan atau gambar yang berisi anjuran atau peringat-
an untuk mencucl tangan sehabis dari jamban atau urinair pada
tempat-tempat yang mudah dilihat di dekat jamban atau urinair.

Pasal 17.

(1)  Rumah Makan harus dilengkapi dengan tempat untuk menyimpan

(2)

pakaian dan barang-barang milik pribadi para karyawan yang ti-
dak dipakai selama jam kerja.

Pakaian dan barang-barang milik pribadi para karvawan tidak bo-
leh disimpan di tempat lain selain di tempat yang telah ditentu-
kan.

Pasal 18.

(1) Rumah Makan harus dilengkapi dengan perlengkapan Pertolongan

Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang sekurang-kurangnya tordiri
dari : perban, plaster, kapas, obat-obatan antiseptik dan gunting.

(2) Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PIK) di-

letakkan di tempat yang mudah dicapai oleh karyawan dan diberi
tanda-tanda vang jelas.



BAB VL
FASILITAS KONSUMEN.
Pasal 19,

Rumah Makan harus dilengkapi dengan jamban dan urinair untuk

konsumen yang memenuhi persyaratan :

a. jumlahnya cukup sesuai dengan kebutuhan konsumen ;

b. dilengkapi dengan persediaan air yvang cukup dan kertas pembersih
(toilel paper) ;

e. letaknya terpisah dari jamban dan urinair untuk karyawan |

d. jamban dan urinair untuk konsumen pria dan wntuk konsumen wa-
nita harus terpisah ;

e. harus selalu dalam keadaan bersih dan terpelihara serta tidak menim-
bulkan bau yang tidak sedap atau busuk ;

[. tidak berhubungan langsung dengan ruangan tempat pengolahan,
penyimpanan dan penyajian makanan ;
g. berfungsi dengan baik.

Pazal 20.
Rumah Makan harus dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan untuk
konsumen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
&. jumlahnya cukup sesuai dengan kebutuhan Konsumen ;
b. Lersedia fasilitas saluran dan pembuangan air kotor ;

c. dilengkapi dengan air vang cukup, sabun atau ditergent dan alat-
alat pengering yang bersih.

BAaB VIL
MaAaAKANAN.
Pasal 21.

(1) Makanan harus selalu terlindung dari pencemaran.

{2) Semua orang yang berhubungan dalam penanganan makanan
harus selaly berusaha mencegah terjadinya pencemaran terhadap
makanan.

{3) Bahan makanan yang dilarang dipejual-belikan atau tidak sah ti-
dak boleh dipergunakan untuk membuat makanan.

{4} Semua bahan tambahan yang dipergunzkan dalam pengolahan
makanan harus memenuhj persyaratan sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Posal 22
Masaman §ang sty el maaak

G eE ceTpdsal et el e kaian oo makanan vang dimakan
mental vang dapat mecimbulbar babava peneemaran Lerhadap

s vang sudal masal

e Lk Dodely Bersentaban deagan perakadan vang tidak bersile.

Pasal 23
Setiap penjonah makanan harus mepeuci tangan sebelum [T HETTEETIN
mikanan,

Pisal 24
Semua jenis makanan vang cepal busul tidak baleh clisimpan pada
Lempratur autara L10MC (S0 sampai dengan G550 (15091,

Pasal 2.

Buab-buaban dan sayur-sayuran mentah haros dicuci dengan aie vanp
Bersih sebelum diolal atau dificdang kan.

Pasal 26,
senmien es vang dipakai haros dibwal dard air vang memenuhi syaeat
Luatitas air minum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan vang
hsglakan,

Pasal 27, ’

Rumah makan Lidak boleh wenjual atan menvinpan dengan maksued
untuk menjual suata mokanan vang tidak lasim sebapai konsuimsi
manusia dareatan vang dilarang untuk dijual berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

BAaB VIL
FERALATAN
Pasal 28,
Wonstruksi. bahan, penggunaan Pemelibaraan peralatan harus sedemi-
kian rupa sehingga :

a. Seluruh bagian peralatan mudah dibersibkan ;
b. dapat mencegah penverapan zat-zat ke dalamnya ;
c. dapat mencegah babaya pengotoran dan pencemaran terhadap ma-
Kanan.
Pasal 29,

(1) Peralatan yang dipakai alau bersentuhan dengan makanan harus



segera dicuci setelah dipergunakan dan dipelihara supaya tetap
dalam keadaan bersih.

) Peralatan harus ditempatkan atau ditata sedemikian rupa sehing-

pa peralatan tersebut mudah dibersihkan dan tidak menyualitkan
usaha pembersihan sekitarnya.

Poralatan tidak boleh melepaskan unsur atau bahan yang dapat
mencemarl makanan.

Pasal 30.

(1) Rumah Makan harus dilengkapi dengan bak-bak pencuci dan ke-

lenpgkapannya untuk mencuci baban makanan dan peralatan.

{2)  Bak pencuci dan kelengkapannya -

a. jumlah harus cukup ;

b. dilengkapi dengan air panas dan dingin dalam jumlah yang
cukup ;

¢. tersedia saluran dan tempat pembuangan air kotor.

{3) Untuk keperluan pencucian ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran

bak pencuci dimaksud tidak memerlukan kelengkapan air panas.
Fasilitas dimaksud dalam avat (3) tidak boleh dipergunakan un-
tuk keperluan lain.
BAB IX.
KARY AWAN
Pasal 31.

Setiap penjamah makanan atau orang-orang yang mungkin bersentuh-
an dengan makanan terbuka atau peralatan yang dipakai untuk mem-
buat, menyimpan dan menyajikan makanan :

il

harus berbadan sehat dan bebas dari bibit penyakit yang dapat me-
nular melalui makanan ;

. untuk menentukan dan memastikan keadaan termaktub dalam huruf

a, karyawan harus memiliki surat keterangan dari Dinas Kesehatan
vang masih berlaku ;

. surat keterangan dimaksud dalam huruf b berlaku untuk jangka

waktu & (enam) bulan dan dapat diperpanjang setelah melalui pe-
meriksaan tenaga kesehatan atau dokter yang ditunjuk oleh yang
berwenang ;

. di samping pemerlksaan untuk tujuan sebagal dimaksud dalam

huruf e, Dinas Kesehatan dapat pula melakukan pemeriksaan ke-
sehatan terhadap karyawan sewaktu-waktu.
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Pasal 32.

Setiap karyawan :

Harus memelihara kebersihannya, terulama bagian-bagian badan
yang bersentuhan dengan makanan atau peralatan; mencuci ta-
ngan sesegera mungkin sebelum menangani makanan dan sesudah
dari jamban atau urinair ;

. Pakaian dan perlengkapannya harus bersih selama menangani ma-

kanan ;

- Sewaktu menyiapkan makanan harus memakai tutup rambut
- Harus membalut luka yang terbuka dengan pembatut yvang tidak

tembus air ;

. Tidak bolech meludah, batuk, merokok dan lain-lain yang dapat

mencemnari makanan sewakiu mempersiapkan alau menangani
makanan dan sewaktu mencuci peralatan serta sewakiu herada
di dalam ruangan di mana ada makanan terbuka.

Pasal 33.

{1} Penjamah makanan yang diduga menderita atau mengandung

hibit penyakit menular atau penyakit infeksi yang dapat ditular-
kan melalui makanan, dilarang bekerja pada Rumah Makan,
Pengusaha harus membebaskan karyawan yang bermangkutan
dari pekerjaan sebagai penjamah makanan,

{2} Apabila seorang karvawan merasa mendetita atau mengandung

bibit penyakit menular atau penyakit infeksi yang dapat ditular-
kan melalui makanan, harus segera memberitahukan kepada pe-
ngusaha.

(3) Apabila Pengussha mengetahui karyawannya menderita atau

mengandung bibit penyakil menular atau penyakit infeksi yang
- dapat ditularkan melalul makanan, Penpusaha harus segera
melaporkan kepada Dinas Kesehatan.

(4) Pengusaha harus memeriksakan kesehatan Karyawannya sekali

enam bulan pada Dinas Kesehatan dan wajib memiliki Surat
Keterangan Kesehatan dari Dinas Keschatan.

BAB X.
PERIJINAN DAN KLAS RUMAH MAKAN.
Pasal 34.

Setiap rumah makan diwajibkan untuk memperoleh ijin usaba dari
Gubernur Kepala Daerah.



Pasal 35.

Untuk memperoleh ijin usaha dimaksud pasal 34, Pemohon/ Pongusaha
harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Deealy me-
lalui Dinas Pariwisata sesual dengan bentuk vang ditetapkan; dan di-
lampiri dengan :

a. Cambar pra roncana Rumah Makan §
b. Ijin banguanan ;
¢, Ijin lempat usaha.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Pasal 36.

Dalam ijin usaha dimaksud pasal 34 harus dicantumkan predikat
klas Rumah Makan.

Rumah makan terbagi atas empat golongan klas :

a.
h.
Q.
d.

Klas A .
Klas B ;
Klas C ¢
Kias D ;

Uniuk memperoleh predikat klas A, B, U, dan D), suatu Rumah
Makan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.

Klas A harus memenubi persyaratan dalam pasal 3 sampai
dengan pasal 33 ;

. Klas B, harus memenuhi persyaratan dalam pasal 3 sampai

dengan pasal 33, kecuali pasal B ayat (3), pasal 10, pasal 15
avat (1) huruf b ;

. Klas C harus memenuhi persyaratan dalam pasal 3 sampal

dengan pasal 33 kecuali pasal 8 ayat (1) dan (3), pasal 10,
pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2}, pasal 19, pasal 29
avat (2) dan pasal 30 ayat (2) hurufe;

. Klas D harus memenuhi persyaratan dalam pasal 3 sampai

dengan pasal 33, kecuali pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf d
dan ayat (3), pasal 10, pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat
{2), pasal 16, pasal 17, pasal 19, pasal 20, pasal 29 ayat (2)
dan Pasal 30.

Ijin Usaha berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.

Untuk memperbaharui ijin usaha, yang bersangkutan harus me-
ngajukan permchonan kepada Gubernur Kepala Daerah paling
lambat tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya, ijin usaha
dimaksud pasal 34.
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(1)

{2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 37.

Rumah Makan sebagai dimaksud pasal 34, vang diberikan ijin
usaha dikenakan pungutan sebesar ;
a. Klas A Rp. 7500000
b. Klas B : Rp. 60.000,00
c. Klas € : Rp. 4500000

d. Klas I : Rp. 30.000,00
Pungutan dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) pasal ini, dibayar

lunas selambat-lambatnya pada saat ijin usaha diterimakan kepada
pengusaha dan harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XL
TARIF JASA.
Pasal 38.°

Tarip-tarip jasa rumah makan terdiri dari :

a. tarip makanan ;
b. tarip minuman.

Tarip-tarip dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dicantumkan dalam
suatu daftar tarip vang sewaklu-waktu dapat dilihat oleh para
pengunjung/tamu.

BAEB XIL
LARANGAN-LARANGAN DAN KEWAJIBAN.
Pasal 39.

Untuk menjaga ketertiban umum dan kebewihan, penpusaha
rumah makan dilarang untulk :

4, menerima tamu yang sudah dalam keadaan mabuk ;

b. menyajikan minuman yang tidak semestinya dalam teknik
pengaturan minuman.

Pimpinan/Pengusaha tidak diperkenankan menerima tamu/pe-
ngunjung yang berpenyakit menular dan atau mempekerjakan
karyawan yang mempunyai penyakit menular, penyakit kulit
atau jenis penyakit lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Kesehat-
an, dan mempunyai cacat badaniah/rokhaniah, yang dapat
mengganggu selera pengunjung/tamu.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1}

(2)

(3)

{1}

Pasal 40.

Pimpinan pengusaha harus menyelenggarakan pengawasan keber-
sihan dan kesehatan lingkungan sesual dengan syarat hygiene dan
sanitasi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan.

Pimpinan/Pengusaha harus memeriksakan kesehatan[kebersihan
karyawannya dan kesehatan/kebersihan lingkungannya enam
bulan sekali pada Dinas Kesehatan scrta wajib memiliki surat ke-
terangan keschatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan |

Pimpinan/Pengusaha berkewajiban menyediakan air yang bebas
dari kuman dan bersih ; =

Pimpinan/Pengusaha dapat menolak pengunjung/tamu yang men-
derita atau dapat diduga menderita penyakit yang membahaya-
kan baik bagi pengunjung/tamu itu sendiri, karyawan ataupun
tamu-tamu lainnya.

EAB XL
TINDAKAN PENERTIBAN.
Pasal 41.

Terhadap pelanggaran-pelanpgaran ketentuan termaktub dalam
Peraturan Daerah ini dikenakan penertiban-penertiban sesual
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta dapat dicabut
ijin usahanya ;

Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Dinas Pariwi-
sata atas nama Gubernur Kepala Daerah ;

Pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi terhadap usaha-
usaha rumah makan dilakukan oleh Dinas Kesehatan atas nama
Gubernur Kepala Daerab.

BAB XIV.
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 42.
Usaha-usaha rumah makan yang belum memenuhi persyaratan-
persyaratan termaktub dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan
dalam waktu selambat-lambatnya 6 {enam) bulan terhitung sejak
berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk menyesuaikan dengan

ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Peraturan Daerah
ini ;
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(2]  Usaha rumah makan yang tidak memenuhi persyaratan ayat (1)
pasal ini, dilarang beroperasi/ditutup.

BAR XV
KETENTUAN PENUTUP,
Pasal 43.

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih
lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang meogenai pelaksanaan-
nya.

Pasal 44.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal divndangkan dalam Lem-
baran Daerah Propinsi Dacrah Tingkat [ Bali.

Denpasar, 18 Oktober 1983,
W AN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

DARILAI PROPINS] DARKRAL BALI
TINGEAT LEALL
KT WA,
Ltd. tid.
| GUSTI PUTU RAKA, SH, MANTR A

NIP. 130095383,

Disahkan Menteri Dalam Neperi dengan Surat Kepulusan
Nomor : 511361540 tanggal : 25 Juli 1984

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat [ Bali Nomor 73
pada tanggal 5 September Tahun 1984
Seri D Nomor T3,
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat | Bali,
tid.

Drs. SEMBAH SUBHAKTIL
NIP. 010023939,
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 04 TAHUN 1983

TENTANG
RUMAH - MAKAN

UM UM.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1379, tanpgal 13
Apustus 1979, maka urusan Rumah Makan menjadi urusan Daerah Tingkat L.
Penyerahan urusan Rumah Makan sebagai urusan Daerah adalah segi pembinaannya
vang menyanghkut perencanaan, pengaturan dan pengawasan.
Salah satu hal yang perlu dalam pembinaan Rumah Makan adalah hygiene dan sani-
tasinya : karena kebersihan makanan sangat ditentukan oleh hygiene dan sanitasi
tempat pembuatan dan penjualan makanan.
Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk hidup sehat dan oleh ke-
renanya makanan haruslah dari jenis vang tepat, mutu yang baik, jumlah yang
cukup dan yang lebih penting lagi ialah makanan harus aman, tetap terjaga dan
terpelihara dari sepala macam pencemaran untuk melindungi kensumen.
Oleh karena itu pengawasan dilakukan mulai dari pengoiahan, pendistribusian sam-
pai kepada penyajian.
Dengan menjaga dan memelihara kebersihan makanan memberikan pula citra yang
baik bagi kepariwisataan sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang penting
bagi Negara yang masih bisa dikembangkan.

Di dalam membina Rumah Makan maka diadakan pengaturan sebagai
berikut :

1. Untuk melakukan kegiatannya Rumah Makan harus ada {jin usaha darl Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali.
Tindakan ini merupakan usaha yang bersifat preventif.
Juga tindakan ini tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Rumah Makan untuk
memenuhi kewajiban memperoleh ijin-ijin berdasarkah peraturan perundangan
lainnya seperti ijin Tempat Usaha dan ijin bangunan dari Bupati Kepala Daerah
Tingkat IT yang bersangkutan.
Di samping tindakan yang bersifal preventif, maka dilakukan pula tindakan
repressif vaitu berupa kegiatan pemeriksaan terhadap Rumah Makan baik yang
telah memperoleh ijin usaha maupun vang tanpa ijin usaha terhadap kemung-
kinan-kemungkinan pelanggaran atau tidak dipenuhinya. ketentuan-ketentuan
Peraturan Daerah ini.

2. Rumah Makan diharuskan memenuhbi persyaratan-persyaratan tertentu yang
meliputi :
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persyaratan bangunan ;
persyaratan pengusahaan ;
pemeliharaan rumah makan ;
Tasilitas konsumen ;
persyaratan makanan ;
persyaratan peralalan ;
persyaratan karyawan.

T - - T

Rerdasarkan keadaan dan kemampuan Humah bMakan, maka Rumah Makan di-
klasifikasikan dalam klas A, B, C dan D sesuai dengan persyaratan-persyaratan
yvang dapat dipenuhi.

Ketentuan-klasifikasi bagi Rumah Makan dimaksudkan untuk mempermudah
pengawasan dan pembinaannya dengan tidak menutup kemungkinan bagi pe-
ngusaha untuk mencapai dan mendapatkan klas yang lebih baik.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas.
Pasal 2 cukup jelas.
Pasal 3 cukup jelas.
Pasal 4 cukup jelas.
Pasal - & cukup jelas.
Pasal © cukup jelas.
Pasal 7 cukup jelas.
Pasal B cukup jelas.
Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 21 cukup jelas.
Pasal 22 cukup jelas.
Pasal 23 cukup jelas.
Pasal 24 cukup jelas.
Pasal 25 cukup jelas.
Pasal 26 cukup jelas.
Pazal 27 cukup jelas.
Pasal 28 cukup jelas.
Pasal 29 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.
Pasal 11 cukup jelas.
Pasal 12 cukup jelas.
Pasal 13 cukup jelas.
Pasal 14 cukup jelas.
Pasal 15 cukup jelas.
Pasal 16 cukup jelas.
Pasal 17 cukup jelas.
Pasal 18 cukup jelas.
Pasal 19 cukup jelas.
Pasal 20 cukup jelas.

Pasal 41.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran termaktub dalam Peraturan Daerah ini sebelum
dilakukan pencabutan ijin usahanya terlebih dahulu diberikan peringatan-peringatan

tertulis.
Pasal 42 cukup jelas.

Pasal 43 cukup jelas.
Pasal 44 cukup jelas.

Pasal 30 cukup jelas.
Pasal 31 cukup jelas.
pasal 32 cukup jelas.
Pasal 33 cukup jelas.
Pasal 34 cukup jelas.
Pasal 35 cukup jelas.
Pasal 36 cukup jelas.
Pasal 37 cukup jelas.
Pasal 38 cukup jelas.
Pasal 39 cukup jelas.
Pasal 40 eukup jelas.



